
 
 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR 15                     TAHUN 2014 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR  15  TAHUN  2014 

TENTANG 

 

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang  : a. bahwa Piagam Pengawasan Internal memuat, visi, misi, 

tujuan, kewenangan dan tanggungjawab APIP yang 

dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh 

pimpinan tertinggi organisasi; 

   b. bahwa pernyataan tertulis tentang visi, visi, misi, tujuan, 

kewenangan dan tanggungjawab yang dibuat agar APIP 

mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat berjalan 

sebagaimana yang diharapkan, terutama dalam hal APIP 

mengakses informasi dari personel auditi. 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Piagam Pengawasan Internal di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 1649); 

2.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 
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  3.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah        

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

   4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

  6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 

Tahun 2009; 

  7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas 

Pemerintah; 

  8.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah; 

  9.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan, Pemantauan,Evaluasi dan Pelaporan Tindak 

Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 

  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

  12.  Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, 

Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan 

Lembaga Teknis Daerah  Provinsi Nusa Tenggara (Lembaran 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 

72); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN GUBERNUR  TENTANG PIAGAM PENGAWASAN 

INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA 

TENGGARA BARAT. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara 

Barat. 

5. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. 

7. Organisasi adalah Departemen / LPND / Kementerian/ 

Pemerintah Daerah atau institusi yang menurut peraturan 

perundang-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan 

APIP. 

8. Piagam Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut 

Internal Audit Charter adalah pernyataan formal yang 

memuat visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, 

kedudukan, lingkup,kewenangan, tanggung jawab 

Inspektorat Provinsi selaku pelaksana fungsi pengawasan 

intern di Provinsi dan hubungan kerja serta koordinasi 

pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, 

lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang 

terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter 

untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan 

intern. 

9. Pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang 

dilakukan oleh Inspektorat Provinsi kepada lembaga/instansi 

atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan untuk 

menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara 

efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 2 

 

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah dalam 

rangka memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, 

tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat 

Provinsi dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 3 

 

Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah : 

a. memberikan penegasan dan komitmen dari Gubernur tentang 

pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah; 

b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait tentang 

kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas 

Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan 

melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan 

serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 

c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya 

organisasi seperti : integritas, kejujuran,akuntabilitas, 

obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-

undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan 

Pemerintah Daerah;  

d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, 

transparan, akuntabel dan bebas dari Korupsi Kolusi dan 

Nepotisme (KKN). 

 

Pasal 4 

 

(1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran 

Inspektorat, Visi Dan Misi, Tugas Pokok Dan Fungsi 

Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab 

Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan 

Inspektorat Provinsi NTB  Kode Etik Dan Standar Audit APIP, 

Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas 

Dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan 

Penilaian Berkala. 

(2) Piagam Audit Internal tercantum dalam lampiran I Peraturan 

Gubernur ini. 

(3) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit Internal tercantum 

dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

  

 Ditetapkan di Mataram 

 pada tanggal 16 Juli 2014                                             

 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

                          ttd. 

                           H. M. ZAINUL MADJI 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 17 Juli 2014      

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

     ttd. 

         H. MUHAMMAD  NUR 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 15  

Salinan sesuai dengan aslinya 

            KEPALA BIRO HUKUM, 

                    

 

                    H. RUSMAN 

       NIP. 19620820 198503 1 010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


